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IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH DALAM JUAL BELI LAPTOP DITINJAU 

DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

(Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro) 

 

ABSTRAK 

Oleh: 

ROMANSYAH 

NPM. 14124829 

 

 

Hiwalah adalah pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada 

orang lain yang wajib menanggung hutang tersebut. Dalam hal ini telah terjadi 

tiga pihak yaitu adalah konsumen (muhil), Toko Creative (muhal) dan FIF 

Federal International Finance (muhal ‘alaih). Hiwalah merupakan akad 

pelengkap yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan jual beli laptop 

yang ada di Toko Creative Kota Metro. Toko Creative menjual laptop dengan 

harga kontan dan kredit, penjualan laptop dengan cara kredit telah dialihkan ke 

pihak leasing yaitu FIF Federal International Finance. Konsumen harus 

membayar hutang atas pembelian laptop secara kredit ke FIF Federal 

International Finance secara diangsur perbulan. Besaran ketetapan angsuran yang 

dibayarkan oleh konsumen telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak FIF Federal 

International Finance. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad hiwalah 

dalam jual beli laptop ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Dan manfaat dari 

penelitian ini adalah secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

implementasi akad hiwalah dalam jual beli laptop ditinjau dari hokum ekonomi 

syariah. Secara praktis, dapat memberikan masukan kepada Toko Creative dan 

FIF (Federal International Finance) Kota Metro mengenai akad hiwalah. 

Jenis penelitian ini adalah field research, atau penelitian lapangan dan 

bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

dengan menggunakan metode berpikir induktif. 

Hasil penelitian mengenai implementasi akad hiwalah dalam jual beli 

laptop ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa sepenuhnya belum merujuk 

pada syariat Islam dikarenakan adanya ketidakjelasan hutang yang harus 

dibayarkan oleh konsumen antara berhutang ke pihak Toko Creative atau ke pihak 

FIF (Federal International Finance) selain itu bertambahnya nominal hutang 

yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen (muhil) serta ketetapan secara 

sepihak yang dilakukan oleh FIF (Federal International Finance) dengan tidak 

melibatkan konsumen dalam melakukan kerjasama dalam akad hiwalah. 

 

 

 



 

 

  



MOTTO 

 

 

ْ عََلَ  ر وَتَعَاوَنوُا ِ ْ عََلَ  ٱلتَّقۡوَى   وَ  ٱلبۡر ثمۡر وَلََ تَعَاوَنوُا ْ وَ  ٱلۡعُدۡوَ نر  وَ  ٱلۡۡر قُوا َ   ٱتَّ إرنَّ  ٱللَّ
 َ يدُ  ٱللَّ   ٢ ٱلۡعرقَابر شَدر

 

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah:2)1
 

  

                                                           
1Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, juz 5, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), h. 85. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah menciptakan berbagai macam makhluk di muka 

bumi, salah satu makhluk hidup ciptaan-Nya ialah manusia. Manusia dapat 

dikatakan sebagai makhluk bermasyarakat artinya makhluk yang tidak dapat 

hidup sendirian. Pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk 

menjalin interaksi kepada orang lain dan setiap orang butuh akan bantuan 

orang lain, karena hidup tidak untuk diri sendiri melainkan untuk kesasama 

makhluk ciptaan-Nya.2 

Hubungan antar manusia akan terjalin jika salah satu pihak telah 

menjalin komunikasi dan memberi masukan atau wawasan yang sangat 

berguna bagi orang lain salah satunya ialah tolong-menolong. Tolong 

menolong dalam kegiatan Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Salah 

satu bentuk muamalah dalam ajaran Islam ialah hutang-piutang. Hutang-

piutang dalam kegiatan muamalah diperbolehkan asalkan hutang tersebut 

dilunasi. 

 Islam telah mengajarkan untuk segera melunasi hutang piutang karena 

menunda pembayaran bagi yang mampu adalah perbuatan zalim. Namun, 

terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya. Dalam hal 

ini, orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. 

                                                           
2 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta: CV. Mulia, 1967), h. 1 



Demikian juga dengan orang yang berpiutang, ia dapat mengalihkan 

piutangnya kepada orang lain. Hal tersebut dalam hukum Islam disebut 

dengan hiwalah.3 Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang 

berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung utang tersebut. Dengan 

kata lain pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) 

menjadi tanggungan muhal ‘alaih atau orang yang wajib membayar hutang.4 

Peraturan Akad Hiwalah telah terdapat pada Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) pasal 362-372 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hiwalah bil Ujrah. Berdasarkan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 362 ayat (2) dinyatakan bahwa “ 

akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e (akad) dinyatakan oleh para 

pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat”. Jadi, yang dimaksud dalam pasal 

tersebut adalah dalam pelaksanaan akad hiwalah harus dinyatakan para pihak 

diantaranya muhil, muhal, muhal ‘alaih secara lisan, tulisan dan isyarat.5 

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 58/DSN-

MUI/V/2007 tentang Hiwalah bil Ujrah tertulis mengenai ketentuan akad 

bahwa muhal ‘alaih boleh menerima ujrah/fee atas kesediaan dan 

komitmennya untuk membayar utang muhil selain itu besarnya fee tersebut 

harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai 

                                                           
3 Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hiwalah di BMI Bin Ihsanul 

Fikri”, Skripsi Jurusan Muamalat,  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 2 
4 Ilfi Nur Diana, Hadis-hadis Ekonomi, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 149. 
5 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009),  h. 102. 



kesepakatan para pihak.6 Serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Hiwalah menegaskan bahwa kedudukan dan kewajiban 

para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.7 

Dewasa ini praktek pengalihan hutang (hiwalah) sudah banyak 

dilakukan oleh Instansi yang berbadan hukum, salah satu Instansi tersebut 

ialah Toko Laptop Creative Kota Metro, toko tersebut telah menjual barang-

barang elektronik dengan berbagai macam bentuk dan harga seperti Laptop, 

Netbook, PC (Rakitan/Built Up), Printer dan aksesoris komputer lainnya, 

selain itu juga, Toko Creative melayani service Laptop, PC dan Printer. 

Barang-barang yang ada di Toko Creative dapat diperoleh dengan cara cash 

(kontan) ataupun kredit. Adapun penjualan Laptop dengan cara kredit, pihak 

toko mengalihkannya ke FIF (Federal International Finance). FIF (Federal 

International Finance) adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

pembiayaan konsumen, terutama pada pembiayaan motor dan produk-produk 

elektronik. Dalam hal ini, Toko Creative dan FIF (Federal International 

Finance) telah menjalin kerjasama dalam pemindahan hutang khususnya 

barang-barang elektronik yakni Laptop. Jual beli Laptop yang dialihkan ke 

FIF (Federal International Finance) secara otomatis diangsur secara kredit 

perbulan. 

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan oleh peneliti di Toko 

Creative Kota Metro, bahwa telah terjadi jual beli laptop dengan sistem  

hiwalah dimana terdapat tiga pihak yaitu, pihak konsumen, pihak penjual 

                                                           
6 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hiwalah bil Ujrah, 

h. 4. 
7 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah, h.2. 



(Toko Creative) dan pihak FIF (Federal International Finance). Adapun 

proses jual beli Laptop yang terjadi adalah pihak konsumen datang ke Toko 

Creative dengan maksud membeli Laptop secara kredit. Kemudian Toko 

Creative menyarankan kepada konsumen apabila ingin membeli Laptop secara 

kredit, maka harus mendapatkan persetujuan dahulu ke pihak FIF (Federal 

International Finance), karena kedua belah pihak telah melakukan kerjasama 

dalam jual beli Laptop secara kredit.8 

Sebagaimana hasil wawancara pada saat prasurvey, Bapak Mamat 

mengatakan bahwa pihak konsumen datang ke pihak FIF (Federal 

International Finance) dengan mengajukan beberapa persyaratan untuk 

membeli Laptop guna disetujui oleh pihak FIF (Federal International 

Finance). Setelah itu pihak FIF (Federal International Finance) menyetujui 

pengajuan syarat pembelian Laptop yang diajukan oleh pihak konsumen. 

Selanjutnya pihak FIF (Federal International Finance) membayar harga 

Laptop ke pihak Toko Creative berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh 

pihak konsumen. Setelah itu, Toko Creative memberikan Laptop ke pihak 

konsumen yang memesan. Kemudian pihak konsumen membayar harga 

Laptop secara diangsur, angsuran pertama, dibayarkan ke pihak Toko 

Creative, angsuran kedua, dibayarkan ke pihak FIF (Federal International 

Finance), angsuran ketiga, hak konsumen dalam memilih tempat pembayaran 

hutang tersebut, misalkan bisa di bayarkan lewat indomaret, kantor pos dan 

lain-lain, yang mana hutang tersebut diangsur secara perbulan. Dalam 

                                                           
8 Regi, Konsumen Toko Creative Kota Metro, Wawancara, pada tanggal 15 Maret 2018. 



pembayaran angsuran tersebut pihak konsumen dan FIF (Federal 

International Finance) saling mengetahui dan sebelum melakukan transaksi, 

bahwasannya pihak konsumen sudah mengetahui jumlah harga yang harus 

dibayar. Tetapi, dalam penetapan pembayaran angsuran telah ditetapkan 

secara sepihak oleh pihak  FIF (Federal International Finance) tidak ada 

kesepakatan kepada konsumen mengenai besaran angsuran yang dibayarkan. 

Sehingga, semakin lama tempo kredit pembayaran pada barang tersebut maka 

semakin besar pula jumlah keuntungan yang diperoleh pihak  FIF (Federal 

International Finance), artinya hutang yang dibebankan ke pihak konsumen 

akan semakin bertambah.9  

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut terhadap jual beli Laptop yang ada di Toko tersebut 

dengan judul “Implementasi Akad Hiwalah Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau 

dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka timbul pertanyan dari 

peneliti yaitu: Bagaimana Implementasi akad hiwalah dalam jual beli laptop di 

Toko Creative Kota Metro ditinjau dari hukum ekonomi syariah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

Implementasi akad hiwalah dalam jual beli laptop ditinjau dari hukum 

ekonomi syariah. 

                                                           
9 Bapak Mamat, Manager Toko Creative Kota Metro, Wawancara, pada tanggal 23 Maret 

2018. 



Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Secara teoretis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan tentang 

Implementasi akad hiwalah dalam jual beli laptop ditinjau dari hukum 

ekonomi syariah 

2. Secara praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Toko 

Creative dan PT FIF (Federal International Finance) Kota Metro 

mengenai akad Hiwalah. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan merupakan suatu penjelasan secara singkat 

mengenai penelitian terdahulu yang bersisi tentang permasalahan yang akan 

dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan suatu 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian 

ini, peneliti memaparkan skripsi terkait dengan pembahasan peneliti. 

Setelah peneliti melakukan penelusuran diperpustakaan dengan 

berbagai macam skripsi , maka peneliti menemukan skripsi yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yaitu: 

Pertama, skripsi yang berjudul Penarikan Fee Pada Akad Hiwalah Di 

Bmt Asyafi’iyah studi kasus Kota Gajah, karya Novi Oktaviana,10 

menjelaskan bahwa penarikan fee yang dilakukan oleh BMT Assyafi’iyah di 

Kota Gajah sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hanya saja dalam fatwa 

                                                           
10  Novi Oktaviana, “Penarikan Fee Pada Akad Hiwalah Di Bmt Asyafi’iyah” (studi kasus 

Kota Gajah), Skripsi Perbankan Syariah, IAIN Metro, 2016. 



DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 besarnya fee tidak ditentukan tetapi 

dalam preakteknya besaran fee yang ditetapkan pada akad hiwalah di BMT 

Assyafi’iyah terlalu besar walaupun dalam fatwa tidak ditentukan besaran fee 

pada akad Hiwalah.  

Kedua, skripsi yang berjudul Penyelesaian Utang Piutang 

Menggunakan Akad Hiwalah Di Bmt L-Risma Cabang Raman Utara 

Lampung Timur, karya Edi Darma Saputra,11 menjelaskan bahwa praktik 

Hiwalah  yang terjadi di BMT L-Risma Cabang Raman Utara Lampung Timur 

hanya dilakukan oleh dua belah pihak saja, yakni BMT L-Risma dan nasabah, 

sedangkan pihak muhil tidak hadir dalam majlis tersebut. Oleh karena itu, 

praktik Hiwalah yang terjadi BMT L-Risma belum sempurna. BMT L-Risma 

dalam menerapkan pembiayaan Hiwalah menggunakan akad pekengkap 

(barang jaminan) dan biaya tambahan (biaya administrasi) yang dibebankan 

kepada nasabah. 

Ketiga, skripsi yang berjudul Akad Hiwalah Menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Cabang 

Batanghari Lampung Timur, karya Sri Sundari,12 menjelaskan bahwa praktik 

Hiwalah di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari dalam pelaksanaan akad 

hiwalah hanya memberikan syarat agar muhal dihadirkan dan diberitahu tetapi 

ketika muhal tidak hadir dan tidak diberitahu oleh muhil dana hiwalah tetap 

                                                           
11 Edi Darma Saputra, “Penyelesaian Utang Piutang Menggunakan Akad Hiwalah” (Studi 

Kasus di Bmt L-Risma Cabang Raman Utara Lampung Timur), Skripsi Perbankan Syariah , IAIN 

Metro, 2015. 
12  Sri Sundari, “Akad Hiwalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (di BMT 

Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur), Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN 

METRO, 2015. 



akan diberikan oleh pihak BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung 

Timur kepada muhil dan dalam akad hiwalah di BMT Al-Hasanah Cabang 

Batanghari Lampung Timur menggunakan ujrah (upah) sedangkan seharusnya 

akad hiwalah didasari oleh tolong menolong dan rela. Kemudian kedudukan 

hukum akad hiwalah di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung 

Timur Fasid (Voidable Contract) yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi 

namun ada syarat yang tidak terpenuhi. 

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu terdapat persamaan dari segi 

kajian yaitu mengkaji tentang akad hiwalah. Namun ada perbedaan 

diantaranya; skripsi Novi Oktaviana dijelaskan bahwa besaran fee yang 

ditetapkan pada akad hiwalah di BMT Assyafi’iyah terlalu besar. Adapun 

skripsi Edi Darma Saputra dijelaskan bahwa BMT L-Risma dalam 

menerapkan pembiayaan hiwalah menggunakan akad pelengkap dan biaya 

tambahan dibebankan kepada nasabah, dan skripsi Sri Sundari dijelaskan 

bahwa pada penerapan akad hiwalah syarat-syaratnya tidak terpenuhi. 

Sedangkan skripsi yang di susun oleh peniliti telah menitikberatkan pada tidak 

terjalinnya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai penetapan besaran 

angsuran. Sehingga penelitian ini akan diuraikan dalam karya ilmiah yang 

berjudul “Implementasi Akad Hiwalah Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari 

Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro. 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu 

dengan sesutau (yang lain).13 Sedangkan secara therminologis, para ulama’ 

memberikan definisi yang berbeda,  terdapat dua definisi; jual beli adalah: 

saling menukar harta dengan melalui cara tertentu dan tukar menukar 

sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang 

bermanfaat.14 

Dalam definisi jual beli terkandung pengertian bahwa cara khusus 

yang dimaksudkan adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) 

dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui 

saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Menurut 

pendapat lain, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam 

bentuk pemindahan milik dan pemilikan.15 

Menurut Enang Hidayat jual beli adalah tukar menukar harta 

dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan 

barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.16 

Berdasarkan pemaparan definisi jual beli adalah tukar menukar 

harta dengan harta, berupa barang dengan uang yang dilakukan secara 

                                                           
13  Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73. 
14  M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 53. 
15  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111-112. 
16  Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 12. 



suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang 

yang diinginkan. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

definisi Laptop adalah komputer pribadi yang agak kecil, yang dapat 

dibawa-bawa dan dapat ditempatkan dipangkuan pengguna, terdiri atas 

satu perangkat yang mencakupi papan tombol, layar tampilan, 

mikroprosesor, biasanya dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi 

ulang.17 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka jual beli laptop adalah 

jual beli berupa barang berupa laptop dengan uang,  yang dilakukan secara 

suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki laptop 

yang diinginkan. 

 

2. Dasar Hukum Jual Beli  

Jual beli merupakan  sebagian dari kegiatan muamalah yang 

mempunyai hukum dasar yang jelas, baik dari al-Qur’an, al-sunnah. 

Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi sebagai 

media untuk melakukan kegiatan tolong menolong sesama manusia. 

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin. 

Karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli.18 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, sebagai berikut: 

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275: 

                                                           
17  https://www.kbbi.web.id/laptop diakses pada tanggal 6 April 2018 pukul 15:53. 
18  Adiwarman A. Karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam. (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 

88. 

https://www.kbbi.web.id/laptop


حَلَّ 
َ
ُ وَأ مَ  ٱلَۡۡيۡعَ  ٱللَّ ْ  وحََرَّ ا   ٱلرِربَو 

 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”19 

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282: 

ر  ربُُۢ ب   ٱلۡعَدۡلر  وَلۡۡكَۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كََت
 

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.20  

c. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198: 

ركُمۡ   ليَۡسَ  بِ  مِرن رَّ
ن تبَۡتَغُواْ فضَۡلٗا

َ
 عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

 “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu”.21 

d. Firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 29: 

هَا يُّ
َ
أ رينَ  يََٰٓ ر  ٱلََّّ مۡوَ لكَُم بيَۡنَكُم ب

َ
ْ أ كُلوُٓا

ۡ
ن  ٱلبَۡ طرلر ءَامَنُواْ لََ تأَ

َ
ٓ أ إرلََّ
نفُسَكُمۡ  إرنَّ 

َ
ْ أ رجَ رَةً عَن ترََاضٖ مِرنكُمۡ  وَلََ تَقۡتُلوُٓا َ تكَُونَ ت  ٱللَّ

ا  يما ركُمۡ رحَر   ٢٩كََنَ ب
 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.22 

 

                                                           
19 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan terjemahnya, Juz 2, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2006), h. 36. 
20  Ibid., h. 37. 
21  Ibid., h. 24. 
22 Ibid., Juz 5, h. 65. 



Adapun dalil sunnah yang diantaranya adalah Hadis yang 

diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “sesungguhnya jual 

beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling 

utama, beliau menjawab: “ usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan 

setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang sah adalah setiap jual beli 

yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran 

dalam barang yang jual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib 

dari penglihatan pembeli. Makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab 

selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat,atau hal-hal luar 

seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu 

harta yang dusta.23 

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas, maka dapat diketahui bahwa 

Allah  dan Rasul-Nya telah membolehkan kegiatan jual beli atas dasar 

keridhaan diantaranya dan melarang adanya unsur riba di dalamnya. 

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli harus memiliki beberapa hal utama agar akadnya dapat 

dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut 

dengan rukun jual beli. Rukun jual beli dapat dikatakan sebagai penyangga 

bagi terjadinya jual beli. Tentang rukun jual beli para ulama madzhab 

berbeda pendapat. 

Pendapat lain menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu 

ijab. Hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang 

                                                           
23 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012),  h.103 



diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. maka jika 

telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya 

dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang berkaitan dengannya, 

seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli nilai tukarnya.24 Kegiatan 

jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, menurut 

beberapa pendapat yang lain bahwa boleh jual beli barang-barang yang 

kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.25 

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: orang yang 

berakad, ada sighat, ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti 

barang. 26 

Sementara syarat suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi 

dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu: 

a. Saling rela antara kedua belah pihak. 

b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad. 

c. Harta yang menjadi objek transaksi telah memiliki sebelumnya 

oleh kedua pihak. 

d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. 

e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. 

f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. 

g. Harga harus jelas saat transaksi.27 

 

Menurut Mardani syarat-syarat jual beli ialah, meliputi beberapa 

hal sebagai berikut: 

a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan yang terjadi 

antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat 

mutlak keabsahannya.28 

                                                           
24  Imam  Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer, (Yogyakata: Kaukaba Dipantara, 

2015), h.. 22. 
25  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 71 
26  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , h. 115. 
27  Mardani,  Fiqh Ekonomi, h. 104-105. 
28  Ibid., h. 104 



b. Pelaku akad adalah orang yang melakukan akad, yaitu orang 

yang telah balig, berakal, dan mengerti. Balig  (berumur 15 

tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. 

Adapun anak-anak yang sudah memahami akan tetapi belum 

sampai dewasa, menurut beberapa pendapat diperbolehkan.29 

c. Harta yang menjadi objek transaksi telah memiliki sebelumnya 

oleh kedua pihak. Maka, tidak sahjual beli barang yang belum 

dimiliki tanpa seizin pemiliknya. 

d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka 

tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman 

keras) dan lain-lain.  

e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. 

Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa  karena 

tidak dapat diserahterimakan. 

f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. 

Tidak sah apabila menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, 

pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau 

spesifikasi barang tersebut.  

g. Harga harus jelas saat transaksi dilakukan. Tidak sah apabila 

dalam jual beli harga masih belum ditentukan.30 

 

Dari pendapat di atas maka jual beli akan sah bila telah memenuhi 

segala ketentuan rukun dan syarat-syarat yang ada, karena dalam kegiatan 

jual beli ialah untuk saling membantu satu sama lain dengan rasa ridha di 

semua pihak.  

 

4. Macam-macam Jual Beli 

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan 

sudut pandang yang berbeda. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Jual beli dilihat dari sisi obyek dagangan, dibagi menjadi: 

1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. jual beli 

sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum 

disekeliling kita. 

                                                           
29 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2012), h. 279. 
30 Mardani,  Fiqh Ekonomi, h. 105. 



2) Jual beli ash sharf, yakni menjualbelikan tsaman (alat 

pembayaran) dengan tsaman lainnya. 

3) Jual beli muqabadlah; jual beli barter, jual beli dengan 

menukarkan barang dengan barang.31 

b. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga 

1) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk 

melakukan penawaran terhadap barang dagangan, dan penjual 

tidak memberikan informasi mengenai harga beli pada barang 

tersebut. 

2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual telah memberitahukan 

mengenai harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya 

penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga 

jenis: 

a) Murabahah; yaitu jual beli mabi’ dengan harga pokok 

ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam 

akad. 

b) Wadi’ah; yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal 

dan jumlah kerugian yang telah diketahui. Penjual dengan 

alasan tertentu untuk  siap menerima kerugian yang akan 

terjadi. 

                                                           
31 Ghufron A Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 

h. 141. 



c)  Jual beli tauliyah; yaitu jual beli dengan menjual barang yang 

sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak 

mendapatkan keuntungan dalam jual beli tersebut.32 

3) Jual beli muzayadah (lelang); yakni penjual memperlihatkan harga 

barang yang diperjualbelikan kemudian pembeli membeli barang 

tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal 

sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan oleh penjual.33 

4) Jual beli munaqadlah (obral); yakni pembeli menawarkan barang 

dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba untuk 

menawarkan dagangannnya. Kemudian si pembeli akan membeli 

dengan harga termurah dari barang yang telah ditawarkan oleh para 

penjual. 

5) Jual beli muhathah; jual beli barng dimana penjual menawarkan 

diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh 

super market/mini market untuk menarik pembeli.34 

c. Pembagian jual beli dilihat dari cara pembayaran 

Jual beli ini terbagi menjadi empat bagian yaitu sebagai 

berikut: 

1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran 

dilakukan secara langsung; 

2) Jual beli dengan sistim pembayaran tertunda; 

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda; 

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang 

sama-sama tertunda.35 

                                                           
32 Ibid. 
33  Enang Hidayat, Fiqh Jual, h. 48. 
34  M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, h. 60-61. 
35  Adiwarman A. Karim, Fikih Ekonomi, h. 89. 



Berdasarkan jual beli dari segi pembayarannya maka jual beli 

tersebut telah meliputi: jual beli secara langsung, jual beli dengan sistim 

pembayaran tertunda, jual beli dengan penyerahan barang tertunda dan 

Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama 

tertunda. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Jual Beli 

Kegiatan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut, antara lain: 

a. Kondisi dan Kemampuan Penjual. 

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik secara komersial 

atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu 

penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. 

Disini penjual harus dapat menyakinkan kepada pembelinya agar dapat 

berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan.untuk maksud 

tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang 

sangat berkaitan, yakni: 

1) Jenis dan karakteristik barang yang di tawarkan. 

2) Harga produk. 

3) Syarat penjualan seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan 

sesudah penjualan, garansi dan sebagainya. 

 

 

 



b. Kondisi Pasar. 

Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi 

sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan 

penjualannya. Adapun  faktor-faktor  kondisi  pasar  yang  perlu  

diperhatikan adalah: 

1) Jenis pasarnya 

2) Kelompok pembeli atau segmen pasarnya 

3) Daya belinya 

4) Frekuensi pembelian 

5) Keinginan dan kebutuhan 

c. Modal. 

Akan lebih sulit bagi penjualan barangnya apabila barang yang 

dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi 

pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual 

harus memperkenalkan dulu membawa barangnya ketempat pembeli. 

Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya sarana serta 

usaha, seperti: alat transport, tempat peragaan baik didalam perusahaan 

maupun di luar perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. Semua ini 

hanya dapat dilakukan apabila penjualan memiliki sejumlah modal 

yang diperlukan untuk itu. 

d. Kondisi Organisasi Perusahaan. 

Pada perusahaan, biasanya masalah penjualan produk-produk 

yang dihasilkan ditangani oleh bagian tersendiri yang sudah terstruktur 



dalam organisasi perusahaan tersebut dan dipegang oleh orang-orang 

tertentu yang sudah ahli dibidang penjualan tersebut.  

e. Faktor lain. 

Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, 

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk 

melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi 

perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat 

dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan kecil yang mempunyai modal 

relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan.  

Ada pengusaha yang berpegangan pada suatu prinsip bahwa 

paling penting membuat barang yang baik. Bilamana prinsip tersebut 

dilaksanakan, maka diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi 

barang yang sama. Namun, sebelum pembelian dilakukan, sering 

pembeli harus dirangsang daya tariknya, misalnya dengan memberikan 

bungkus yang menarik atau dengan cara promosi lainnya.36 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa faktor yang 

mempengaruhi kegiatan jual beli ialah kondisi atau kemampuan 

penjual, kondisi pasar, modal, kondisi organisasi perusahaan dan 

faktor-faktor lain yang dapat memperlancar kegiatan jual beli dan 

dengan adanya faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh besar 

dalam terjadinya kegiatan jual beli. 

 

                                                           
36 Ridwan Iskandar Sudayat, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan, 

dalam https://wordpress.com diunduh pada 03 April 2018. 

https://wordpress.com/


B. Hiwalah 

1. Pengertian Akad Hiwalah 

Akad secara terminologi adalah pertalian ijab (pernyataan 

melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai 

dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.37 

Sedangkan secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik 

ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun 

dari dua segi.38 

Dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul 

yang menunjukan adanya kerelaan para pihak dan menciptakan akibat 

hukum terhadap suatu objek yang telah diakadkan. 

Hiwalah menurut bahasa berasal dari kata at-tahwil dengan makna 

berpindah, dalam artian memindahkan utang dari tanggungan muhil 

menjadi tanggungan muhal ‘alaih.39 Sedangkan pengertian hiwalah 

menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara 

lain sebagai berikut:40 

Hiwalah menurut pasal 20 ayat (13) kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muha’alaih. 

a. Menurut Hanafiyah yang dimaksud hiwalah ialah: 

“ Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang 

kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban 

pula”. 

                                                           
37  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , h. 97. 
38  Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h. 43. 
39 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 

Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 284 
40  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,  h. 99. 



b. Al-Jaziri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud hiwalah 

ialah: 

“pernikahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi 

tanggung jawab orang lain”. 

c. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan hiwalah ialah: 

“ Akad yang menetapkan perpindahan utang dari beban 

seorang menjadi beban orang lain”. 

d. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa ang 

dimaksud hiwalah ialah: 

“ Akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban 

seorang menjadi beban orang lain”.41 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat didefinisikan bahwa 

hiwalah adalah pemindahan suatu hutang dari tanggungan seseorang yang 

telah berutang kapada orang lain, dimana orang lain itu telah mempunyai 

hutang pula kepada orang yang memindahkannya. 

 

2. Dasar Hukum Akad Hiwalah 

Hukum hiwalah adalah boleh (jaiz) dan disyariatkan dalam Islam, 

berdasarkan Hadis dan Ijma’. Dasar dari Hadis bahwa Abu Hurairah 

meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : penundaan (pembayaran 

utang) oleh orang kaya adalah kezalimn. “jika sala seorang dari kamu 

sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah.” (HR. 

Bukhari Muslim). Dasar dari ijma’ adalah bahwa ulama sepakat 

diperbolehkannya hiwalah secara umum karena manusia 

membutuhkannya.42 
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Landasan syariah atas hiwalah dapat dijumpai dalam hadis dan 

ijma’.43 Dasar hukum dari al-Sunnah adalah Hadis riwayat Abu Hurairah: 

يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَمْ   عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي

بَعْ   ي ِّ فَ لْيَ ت ْ
 مَطْلُ الْغَنييِّ ظلُْمٌ فإَيذَا أتُْبيعُ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلي

“Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasululloh bersabda: penundaan 

pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezhaliman. Jika salah 

seorang diantara kalian diminta untuk mengalihkan utang kepada orang 

kaya, maka hendaklah dia menerimanya. “ (HR Bukhari-Muslim).44 

 

Ulama juga telah berijma’ mengenai diperbolehkannya hiwalah. 

Selain dasar hukum dari al-Sunnah dan Ijma’ ada legitimasi dalam KHES 

pasal 318-328. 

 

3. Rukun Dan Syarat Akad Hiwalah 

Hiwalah/pemindahan utang terdiri atas beberapa rukun sebagai 

berikut: 

a. Muhil/peminjam 

b. Muhal/pemberi pinjaman 

c. Muhal ‘alaih/ penerima hiwalah 

d. Muhal bihi/ utang; dan 

e. Akad45 

 

Sulaiman Rasjid mengatakan bahwa, rukun hiwalah ada enam, 

yaitu: 

a. Pihak pertama (muhil), ialah orang yang meng-hiwalah-kan 

(mengalihkan) utang; 
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b. Pihak kedua (muhal), ialah orang yang di-hiwalah-kan (orang 

yang mempunyai utang kepada muhil); 

c. Pihak ketiga (muhal ‘alaih), ialah orang yang menerima al-

hiwalah; 

d. Ada piutang muhil kepada muhal; 

e. Ada puitang muhal ‘alaih kepada muhil; 

f. Sigat (lafaz akad).46 

 

Sementara pendapat lain mengatakan, rukun hiwalah ada ijab dan 

qabul. Ijab dalam hiwalah adalah ungkapan yang berasal dari pihak yang 

mengalihkan hutang (muhil) kepada pihak penerima hiwalah (muhal 

‘alaih) dan pihak yang mempunyai hutang kepada muhil. Qabul harus 

berasal dar kedua belah pihak ini.47 

Mengenai syarat sah hiwalah, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Persamaan dua hak karena hiwalah  adalah memindahkan hak. Ia 

dipindahkan sebagaimana sifatnya yang mencakup jenis, sifat, 

penempatan (perikatan), dan teggang waktu. Jika terdapat perbedaan 

antara dua hak menyangkut salah satu dari dua hal tersebut, maka 

hiwalah tersebut tidak sah. 

b. Hiwalah pada utang yang telah tetap. Tidak sah pada utang  pada 

transaksi salam karena sifatnya tidak tetap, yaitu transaksi salam dapat 

dibatalkan jika barang yang ditransaksikan telah bermasalah. 

c. Hiwalah yang dilakukan pada harta yang diketahui. Jika hiwalah 

terjadi pada jual beli, maka tidak diperbolehkan pada barang yang 

belum diketahui. Jika hiwalah pada pemindahan memindahkan hak, 
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maka harus pada barang yang dapat diserahterimakan, sedang barang 

yang tidak diketahui tidak dapat diserahterimakan. 

d. Hiwalah yang dilakukan dengan kerelaan muhil (orang yang 

memindahkan) dan muhal (orang yang menerima pindahan).48 

Dari uraian di atas,  dapatlah diketahui bahwa syarat-syarat hiwalah 

ialah adanya pemindahan hak terhadap utang yang telah tetap yang mana 

harta tersebut harus jelas dan dapat diketahui oleh semua pihak dan adanya 

kerelaan muhil dan muhal. 

 

4. Pembagian Hiwalah 

Ditinjau dari segi objek akad, membagi dua bentuk hiwalah, yaitu: 

a. Hiwalah Haq (pemindahan Hak): apabila yang dipindahkan 

merupakan hak menurut utang. 

b. Hiwalah Dain (pemindahan utang): jika yang dipindahkan itu 

kewajiban untuk membayar utang. 

Ditinjau dari sisi lain hiwalah terbagi menjadi dua pula, yaitu: 

a. hiwalah mutlaqah adalah Pemindahan utang yang tidak 

ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama 

kepada pihak kedua.49 

b. Hiwalah muqayyadah adalah orang yang berutang 

memindahkan beban utangnya pada muhal ‘alaih dengan 
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mengaitkan pada piutang yang menjadi haknya yang pada 

muhal ‘alaih.50 

Berdasarkan uraian di atas, maka pembagian hiwalah ialah 

Hiwalah Haq (pemindahan Hak), Hiwalah Dain (pemindahan utang), 

hiwalah mutlaqah dan Hiwalah muqayyadah. 

 

5. Akibat Hiwalah 

Akibat dari akad hiwalah sebagai berikut:  

a. Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib mambayar utangnya kepada 

penerima hiwalah. 

b. Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan 

barang jaminan. 

c. Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, 

dibayar dengan harta yang ditinggalkannya. 

d. Pembayar utang kepada penerima hiwalah/pemindahan utang harus 

didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta 

yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi. 

e. Akad hiwalah/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan 

utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. 

f. Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang 

dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan 

dana hasil penjualan. 
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g. Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan 

dilakukandengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa 

waktu pembayaran yang pasti. 

h. Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika 

penerima hiwalah/pemindahan utang dibebaskan. 

i. Apabila terjadi hiwalah pada seseorang, kemudian orang yang 

menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka 

pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.51 

 

6. Berakhirnya Akad Hiwalah 

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad hiwalah akan 

berakhir apabila:  

a. Jika salah satu pihak yang sedang melakukan akad hiwalah mem-

fasakh (membatalkan) akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara 

tetap, dengan adanya pembatalan akad itu, maka pihak kedua kembali 

berhak untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. 

Demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga. 

b. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan kepada pihak kedua. 

c. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang 

mewarisi harta dari pihak kedua. 

d. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan hartanya yang 

merupakan utang dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga. 
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e. Pihak kedua telah membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk 

membayar utang yang dialihkan tersebut. 

f. Hak pihak kedua, tidak dapat dipenuhi karena at-tawa, yaitu pihak 

ketiga mengalami muflis (bangkrut),atau wafat dalam keadaan muflis 

atau dalam keadaan tidak ada bukti autentik tentang akad hiwalah, 

pihak ketiga mengingkari akad itu.52 

 

C. Multi Akad 

1. Pengertian Multi Akad 

Multi Akad dalam bahasa Arab disebut al-‘uqûd al-murakkabah. 

Kata al-murakkab merupakan ism mafûl dari kata rakaba, yarkibu, 

tarkiban yang secara etimologi berarti al-jam’u yaitu mengumpulkan atau 

menghimpun. Kata murakkaba berasal dari kata rakkaba-yurakkibu-

tarkiban yang bermakna meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain 

sehingga akad tersebut dapat dikatan akad berlapis. Selain kata murakkab 

ada istilah lain yang telah digunakan antaralain: al-uqud al-mujtami’ah, al-

uqud al-muta’addidah, al-uqud al-mutakarrimah, al-uqud al-

mutadakhilah, al-uqud al-mukhtalithah.53  

Multi akad terbentuk dari dua pihak atau lebih, terjadi adanya 

ikatan multi akad menjadi satu akad, sehingga apabila tidak ada ikatan 

dalam kegiatan mualamah tidak masuk dalam kategori multi akad. Dengan 
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kata lain multi akad adalah pemberlakuan antara satu akad dengan akad 

yang lainnya. 54 

Dari pemaparan di atas maka dapat didefinisikan bahwa multi akad 

adalah menggabungkan akad satu dengan akad yang lain, yang mana hak 

dan kewajiban yang akan ditimbulkannya telah dipandang sebagai akibat 

hukum dari satu akad saja. 

 

2. Hukum Multi Akad 

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum 

dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai’ dan salaf 

yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW. Akan tetapi 

jika kedua akad tersebut dapat berdiri sendiri maka akad-akad itu 

diperbolehkan. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat 

dari hukum yang membangunnya, melainkan akad-akad yang 

membangunnya adalah boleh  ketika akad tersebut berdiri sendiri, namun 

dapat dikatakan haram ketika akad-akad menjadi satu transaksi. Meskipun 

ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad adalah 

boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang 

membangun akad-akad itu.55 

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum asalnya, 

peerbedaan ini menyangkut apakah multi akad sad dan diperbolehkan atau 

batal dan dilarang untuk praktikan. Mengenai hal tersebut ulama berada 
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dalam dua pendapat , yaitu membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama 

Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah 

berpendapat bahwa hukum multi akad boleh menurut syariat islam, selama 

tidak ada dalil hukum yang mengharamkan dan melarangnya.56 

3. Batasan dan Standar Multi Akad 

Para ulama yang membolehkan multi akad sebagai hukum yang 

diperbolehkan bukan berarti diperbolehkan secara bebas, melainkan ada 

batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Oleh karenanya batasan 

tersebut akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Dikalangan para 

ulama berpendapat bahwa batasan-batasan tersebut ada yang disepakati 

dan ada yang diperselisihkan, batasan yang didisepakati ialah sebagai 

berikut: 

1. Multi akad dilarang karena nash agama 

Multi akad yang dilarang karena nash agama ialah ada tiga ketentuan 

yang dilarang: pertama, multi akad dalam jual beli dan pinjaman, 

kedua, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, ketiga, dua 

transaksi dalam satu transaksi. 

2. Multi akad sebagai hilah ribawi 

Multi akad sebagai hilah ribawi terjadi melalui kesepakatan jual beli 

‘inah atau sebaliknya dan hilah riba fadl. Pertama, Al-inah. Contoh 

Al-inah yang dilarang adalah menjual suatu barang dengan harga 

seratus dibayar secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya 
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kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. 

Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya 

merupakan hilah riba dalam pinjaman (qardh), karena objek akad 

semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat 

dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi 

ini. Demikian pula dengan transaksi kebalikan dari ‘inah juga 

diharamkan. Seperti seseorang menjual suatu barang dengan harga 

delapan puluh tunai dengan syarat yang harus dilakukan ialah 

membelinya kembali dengan harga seratus. Transaksi seperti ini telah 

menyebabkan adanya riba. Kedua, hilah riba fadl. Hal ini terjadi 

apabila seseorang menjual sejumlah harta ribawi, misalnya 5kg beras, 

dengan sejumlah harga, misalnya Rp 40.000,- dengan syarat bahwa ia 

dengan harga yang sama (Rp 40.000) harus membeli dari pembeli tadi 

sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misal 6kg) 

atau lebih sedikit (misal 4kg). Transaksi seperti ini adalah model hilah 

riba fadl yang diharamkan. 

3. Multi akad menyebabkan jatuh keriba 

Multi akad menyebabkan jatuh keriba, setiap multi akad yang 

menghantarkan pada kegiatan riba hukumnya adalah haram, meskipun 

akad-akad yang membangunnya boleh. Penghimpun beberapa akad 

yang hukum asalnya boleh namun membawanya pada yang dilarang 

menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. 



4. Multi akad terdiri dari akad-akad akibat hukumnya saling bertolak 

belakang atau berlawanan 

Larangan pada multi akad ini karena penghimpun dua akad yang 

berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya 

kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad menjadi satu 

objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh 

tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. 

Akad-akad yang berlawanan (mutadhadah) inilah yang dilarang 

dihimpun menjadi satu transaksi.57 

 

D. Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum 

kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu 

yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.58 Ekonomi islam 

ialah ilmu yang membahas perihal ekonomi dari macam sudut pandang 

keislaman (filsafat, etika dan lain-lain), terutama dari aspek hukum atau 

syariah.59 

Hukum ekonomi islam  merupakan keseluruhan kaidah hukum yang 

mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan 
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dan kehidupan perekonomian yang ada pada umat manusia dan didasarkan 

atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan hadis.60 

Hukum ekonomi mengandung pengertian operasional karena 

mempunyai dua metode pendekatan yaitu pendekatan makro yang 

memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan sebagai pisau analisis masalah 

hukum dan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen, sedangkan 

pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai 

target untuk mencapai sasaran bisnis.61 

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES), antaralain: Subjek hukum dan Amwal, akad jual 

beli ( bai’), syirkah mudharabah, muzaraah, khiyar, ijarah, kafalah, hiwalah, 

wadi’ah, gashb dan itlaf, wakalah, pembiayaan multijasa, qard, pembiayaan 

rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat, dan hibah.62 

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ialah: 

1. Kejujuran (Al-Amanah) 

Dengan prinsip kejujuran akan menciptakan suatu sifat, sikap yang 

tulus dan jujur dalam melaksanakan sesuatu tindakan perekonomian yang 

terjadi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Serta prinsip ini menekankan 

kepentingan bersama yang lebih didahulukan tanpa menyebabkan kerugian 

individu.63 
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2. Keadilan 

Keadilan dalam khazanah islam ialah keadilan yang tidak lepas 

dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan oleh 

Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan 

suatu kewajiban.64 

3. Keseimbangan  

Syariat Islam megajarkan manusia untuk saling seimbang antara 

kepentingan dunia dan akhirat artinya manusia jangan terlalu terlena 

dengan kehidupan dunia tetapi diimbangkan dengan beribadah.65 

4. Kebenaran 

Kebenaran merupakan belaku benar, baik dalam perbuatan maupun 

ucapan. Karena sikap benar menentukan setatus maupun kemajuan dari 

setiap individu dan kelompok. Selain itu kebenaran merupakan 

kemaslahatan dalam hubungan antar umat baik individu ke satu individu 

ataupun kelompok. 

5. Tolong-menolong 

Prinsip tolong-menolong dapat mewujudkan kerjasama umat 

manusia menuju terciptanya masyarakat yang harmonis secara lahir dan 

batin.  

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 

362 ayat (2) dinyatakan bahwa “ akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e (akad) dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat”. 
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Jadi, yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah dalam pelaksanaan akad 

hiwalah harus dinyatakan para pihak diantaranya muhil, muhal, muhal ‘alaih 

secara lisan, tulisan dan isyarat.66 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

  

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu 

penelitian yang menjadi data lapangan yang mempunyai tujuan untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. 

Penilitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Data yang yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Hal itu disebabkan olah adanya penerapan metode 

kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi 

kunci terhadap apa yanh sudah diteliti.67 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara terjun 

langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

yang berlokasi di Toko Creative Kota Metro. 
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B. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.68 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah subjek dari mana data dapat diperoleh 

yaitu, baik melalui wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk 

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.69 Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah pihak Toko Creative yaitu Bapak 

Mamat selaku Manager, pihak konsumen dan pihak FIF (Federal 

International Finance) yaitu Septa selaku sales.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung  

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.70 Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen, buku-buku yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.71 

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan 

keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta 

pendirian-pendirian mareka itu, merupakan suatu pembantu utama dari 

metode observasi.72 

Wawancara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 

ini adalah wawancara semi terstruktur dengan tujuan adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan.73 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mewawancarai pihak Toko Creative yaitu Bapak Mamat selaku Manager, 

pihak konsumen dan pihak FIF (Federal International Finance) yaitu 

Septa selaku sales, guna mendapatkan data yang akurat. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari sumber yang tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa 

buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya yang 

dapat memberikan sumber dokumentasi.74 Maka dapat dipahami bahwa 

dokumentasi adalah cara memperoleh suatu informasi berupa sumber-

sumber tertulis yang ada. 

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara 

dokumentasi yang dikakukan dengan mengambil data langsung dari 

sumbernya mengenai strukrur organisasi yang ada pada Toko Creative 

Kota Metro. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan 

menggunakan metode induktif.  Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperbolehkan dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan lain-lain sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.75 Berfikir induktif adalah 

penelitian yang dilakukan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang 

kongkrit lalu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.76 

Analisiss data Kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
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dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.77 Teknik analisis data peneliti digunakan 

berdasarkan data yang bersifat khusus lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan 

yang bersifat umum.  

Pada penelitian ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah 

untuk menganalisa tentang pelaksanaan akad Hiwalah dalam jual beli laptop 

yang dilakukan di Toko Creative Kota Metro. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Toko Creative Kota Metro 

Berawal dari pemikiran yang sederhana mengenai tenaga teknis 

dibidang komputer khususnya di Kota Metro, pada tahun 1997 Toko 

Creative mencoba untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen. Dengan 

bermodalkan keyakinan dan niat yang kuat maka berdirilah sebuah tempat 

usaha dan service komputer dengan nama “Creative Computer” yang 

beralamatkan di jalan KH. Ahmad Dahlan No. 10 di Kota Metro. 

Seiring berjalannya waktu Toko Creative terus berusaha untuk 

memenuhi segala kebutuhan konsumen dengan menyediakan barang-

barang dan aksesoris serta perlengkapan pendukung yang tidak 

memerlukan modal besar, seperti disket, keyboard, mouse, speaker 

stander, dan meja komputer. 

Pada saat itu penjualan barang-barang elektronik seperti komputer, 

laptop, dan printer yang ada di Toko Creative tidak sepenuhnya dijual 

dengan lengkap melainkan masih menggunakan penjualan dengan sistem 

pesanan, dikarenakan pada saat itu Toko Creative belum mampu 

menyediakan stock barang secara lengkap melainkan hanya bisa 

didapatkan dengan cara dipesan. 



Dengan semangat yang besar  Toko Creative terus berkembang 

dengan melakukan inovasi-inovasi baru guna memenuhi semua kebutuhan 

konsumen. Sehingga pada tahun 2002 secara resmi Toko Creative 

menjadi badan usaha yaitu CV. Creative Computindo dengan tujuan 

untuk mendapatkan peran positif bagi konsumen serta menjadi kebutuhan 

pemerintah daerah dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya yang 

berkaitan dengan Teknologi Informasi (IT). 

Pada tahun 2008 CV. Creative Computindo, telah beralih nama 

menjadi CV. Creative Multi Sarana, perubahan nama usaha tersebut 

bukan tanpa alasan melainkan banyak faktor-faktor yang terjadi mulai 

dari struktur organisasi dan anggota perseroan yang mengundurkan diri 

dari toko tersebut dan nama tersebut disandang hingga tahun ini.78 

Demikian secara ringkas uraian mengenai sejarah terbentuknya 

Toko Creative yang tentunya dengan melalui beberapa proses dan waktu 

yang relative cukup lama. Dengan pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi yang meningkat semua itu berkat kerja sama serta kerja keras 

dari semua pihak yang terlibat didalam toko tersebut. 

 

2. Visi dan Misi Toko Creative Kota Metro 

a. Visi 

Bekerja dengan integritas dan komitmen untuk memberikan layanan 

terbaik bagi para konsumen dan pelanggan dengan memberikan mutu 

dan jaminan pasca transaksi yang memuaskan. 
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b. Misi  

1) Mampu bersaing dengan sehat untuk tetap eksis dan menjadi yang 

terdepan di Kota Metro. 

2) Memberikan kontribusi bagi daerah dengan membuka lapangan 

pekerjaan serta membuka peluang kerja sama dengan Lembaga 

Pendidikan terkait serta dalam bidang pengajaran Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) bagi siswa/i SMK Kejuruan Teknik Komputer 

dan Jaringan.79 

Uraian di atas mununjukkan bahwa Toko Creative didirikan 

dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan para konsumen atau 

pelanggan terutama kebutuhan akan barang-barang elektronik seperti 

komputer, laptop dan printer, mouse, keyboard, serta memberikan layanan 

yang terbaik bagi para konsumen. 

3. Produk-produk di Toko Creative Kota Metro 

Produk-produk barang elektronik yang yang djual oleh Toko 

Creative berbagai macam yakni mulai dari komputer, laptop, notebook, 

printer, mouse, keyboard, dan lain-lain. Selain itu juga, Toko Creative 

memberikan jasa servise untuk barang elektronik yang rusak dan toko 

tersebut memberikan pelayanan yang optimal untuk para konsumen yang 

membutuhkan jasa dalam pengoprasian komputer atau laptop.80 

 

4. Struktur Organisasi Toko Creative Kota Metro 
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Susunan struktur organisasi pada Toko Creative Kota Metro ialah 

sebagai berikut:81    

Gambar.1 
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Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka pengelolaan operasional 

yang ada di Toko Creative dipimpin oleh Taufik, kemudian di bawah Taufik 

ada Tono Suhartanto yang berkedudukan sebagai direktur, kemudian wakil 

direktur diduduki oleh Evi Ratnawati. Setelah itu dibawah wakil direktur 

diduduki oleh bagian Administrasi, Kassir dan Kep. Gudang yang mana pada 

bagian tersebut memiliki posisi yang penting, kemudian kedudukan yang 

penting selanjutnya ialah pada bagian Penjualan dikarenakan pada bagian 

Penjualan akan menentukan besar pendapatan yang didapatkan oleh suatu 

badan usaha. Setelah itu, bagian selanjutnya ialah bagaian retur yang terdiri 

atas Service Printer dan Service PC/Laptop, dimana pada bagian tersebut 

telah tersusun beberapa anggota yang mumpuni dalam permbenahan barang-

barang komputer. 

 

B. Implementasi Akad Hiwalah Dalam Jual Beli Laptop di Toko Creative 

Kota Metro 

Pelaksanaan jual beli laptop yang dilakukan oleh Toko Creative sesuai 

hasil wawancara dengan Bapak Mamat selaku Manager Toko Creative Kota 

Metro mengatakan bahwa, “pelaksanaan jual beli laptop yang dilakukan di 

Toko Creative tidak jauh berbeda dengan jual beli barang pada umumnya 

yakni menjual barang-barang sesuai kebutuhan para konsumen. Banyak 

konsumen yang datang dan membeli laptop secara kontan dan ada juga 



konsumen yang datang untuk membeli laptop secara kredit ataupun hanya 

sekedar mencari info mengenai seputar harga laptop yang diinginkan.82 

Kemudian ditambah lagi bahwasannya ”bagi konsumen yang ingin 

membeli sebuah laptop secara kerdit, maka Toko Creative mengalihkan jual 

beli tersebut ke pihak leasing yaitu pihak FIF (Federal International Finance) 

yang mana jual beli tersebut dapat diangsur perbulannya oleh pihak 

konsumen. Selain itu, pihak toko juga akan memberikan arahan serta 

prosedur yang harus dilakukan bagi konsumen yang ingin membeli laptop 

secara kredit.”83 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen yang 

ingin membeli laptop secara kredit adalah:84 

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pihak konsumen bahwa “syarat-

syarat yang harus dipenuhi bagi konsumen agar bisa mendapatkan sebuah 

laptop secara kredit salah satunya ialah harus membawa foto kopi KK dan 

KTP agar mempermudah proses transaksi jual beli laptop yang dilakukan 

secara kredit setelah itu, pihak FIF (Federal International Finance) akan 

melakukan survey lokasi berdasarkan domisili pihak konsumen, survey lokasi 
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dilakukan 1x24 jam dan pihak konsumen akan menerima informasi jika 

konsumen tersebut disetujui oleh pihak FIF”.85 

Kemudian beberapa pernyataan dari seorang konsumen, seperti 

pernyataan dari salah seorang konsumen lain yang bernama Regi yang juga 

membeli laptop secara kredit bahwa “ bagi konsumen yang membeli laptop 

secara kredit maka harus melengkapi semua syarat-syarat yang diberikan oleh 

Toko Creative maupun pihak FIF (Federal International Finance) itu sendiri, 

sebagai syarat utama agar mendapatkan laptop yang diinginkan.86 

Selanjutnya pernyataan dari Septa selaku Sales dari pihak FIF 

mengatakan bahwa, ”apabila semua syarat sudah dilengkapi maka pihak FIF 

(Federal International Finance) akan memberikan rekomendasi kepada Toko 

Creative bahwa konsumen yang bersangkutan layak untuk mendapatkan 

laptop yang akan dibeli secara kredit.” 87 

Kemudian salah satu faktor utama yang menjadi alasan para 

konsumen untuk membeli laptop secara kredit ialah “karena konsumen sangat 

membutuhkan laptop tersebut guna menunjang kegiatan sehari-hari seperti 

mengerjakan tugas kuliah atau tuntutan pekerjaan. Mayoritas para konsumen 

yang melakukan pembelian laptop secara kredit tersebut tidak mempunyai 

dana yang cukup apabila memebeli laptop tersebut secara kontan. Oleh 
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karena itu, untuk mempermudahnya pihak konsumen membeli laptop tersebut 

secara kredit”.88 

Hasil dari wawancara di atas bahwasanya dapat dipahami bagi 

konsumen yang ingin membeli laptop secara kredit maka harus mengikuti 

semua aturan yang ditetapkan oleh toko ataupun pihak leasing yang 

bersangkutan agar dalam transaksi jual beli laptop tersebut dapat berjalan 

sesuai aturan yang ada. 

Kemudian konsumen yang sudah sepakat untuk membeli laptop 

tersebut maka harga dari barang tersebut harus dianggsur perbulan, seperti 

pernyataan dari salah seorang konsumen yang bernama Regi bahwasannya 

“laptop yang sudah dibeli melalui kredit maka harga tersebut harus di angsur 

perbulan, mengenai besaran angsuran yang harus dibayar perbulan sudah 

ditetapkan oleh pihak FIF (Federal International Finance) dan konsumen 

tidak mengetahui akan hal itu serta apabila konsumen telat dalam malakukan 

pembayaran angsuran maka akan didenda sebesar Rp 5000,- (Lima Ribu 

Rupiah) per hari.”89 

Kemudian ditambah lagi pernyataan dari konsumen bahwa tata cara 

yang harus dilakukan oleh konsumen saat akan melakukan pembayaran ke 

pihak FIF (Federal International Finance) ialah “ pertama,  pada saat 

melakukan cicilan pertama uang angsuran tersebut diberikan ke pihak Toko 

Creative, kedua, pada saat melakukan angsuran kedua maka uang tersebut 

diberikan ke kantor FIF (Federal International Finance), pada angsuran 
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ketiga, pihak konsumen berhak memilih dalam melakukan angsuran tersebut 

lewat mana saja uang angsuran akan diberikan, bisa melalui Indomaret, 

Kantor Pos ataupun lewat jasa layanan lainnya. Angsuran pertama yang 

dibayarkan oleh konsumen ke pihak Toko Creative adalah bentuk keuntungan 

yang diperoleh Toko Creative.”90 

Selanjutnya pernyataan dari Ena Suryani bahwasannya “pada saat 

pengangsuran laptop telah memasuki masa jatuh tempo, maka pihak dari FIF 

(Federal International Finance) memberikan pemberitahuan kepada 

konsumen untuk melunasi angsuran tersebut bahkan jauh hari sebelum hari 

jatuh tempo tiba, pihak tersebut sudah memberikan pemberitahuan untuk 

segera melunasi angsuran tersebut.”91 

Berdasarkan keterangan di atas bahwasannya dalam penetapan jumlah 

angsuran telah ditetapkan sepihak oleh FIF (Federal International Finance) 

dan konsumen harus patuh dan tepat waktu dalam membayar angsuran yang 

diberikan oleh FIF (Federal International Finance) dikarenakan ada sanksi 

yang harus dibayar oleh konsumen apabila telah melakukan tunggakan jika 

telah telat dalam membayar angsuran.  

Selanjutnya pernyataan dari Septa selaku sales FIF (Federal 

International Finance) mengenai perwalian hak waris yang diberikan oleh 

konsumen ialah “bahwa dalam syarat-syarat yang diperlukan untuk 

memperoleh laptop hanya KTP dan KK. Guna dilampirkan KTP dan KK 
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tersebut adalah untuk melihat anggota keluarga konsumen. Sehingga otomatis 

apabila pihak konsumen yang bersangkutan telah meninggal dunia maka 

keluarga tersebut wajib membayar piutangnya.” Kemudian ditambah lagi 

bahwa “ketatapan harga laptop ditetapkan oleh Toko Creative dan ketetapan 

jumlah angsuran ditetapkan oleh FIF.”92 

Berdasarkan wawancara di atas bahwasannya dapat dipahami 

pelaksanaan jual beli dengan akad hiwalah yang ada di Toko Creative telah 

dialihkan ke pihak leasing yakni pihak FIF FIF (Federal International 

Finance) dengan tujuan menjalin kerja sama diantara kedua belah pihak. 

 

C. Implementasi Akad Hiwalah Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari 

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro) 

Membahas mengenai perspektif hukum ekonomi syariah, ada hal yang 

perlu diperhatikan yaitu bahwa sumber dari hukum ekonomi syariah itu 

sendiri berlandaskan dari syariat islam, yakni bersumber dari al-Qur’an dan 

hadis. Kehadiran hukum ekonomi syariah berupaya untuk menyelesaikan 

sengketa ekonomi yang telah terjadi dalam masyarakat. 

Hiwalah merupakan pengalihan tanggung jawab untuk membayar 

hutang sesorang kepada orang lain yang mampu menanggung sekaligus 

membayar hutang tersebut. Begitu pula yang telah terjadi di Toko Creative 

Kota Metro, toko tersebut telah menerapkan akad hiwalah untuk menjual 

produk-produk elektronik seperti laptop ke para konsumen, khususnya para 

konsumen Kota Metro. 
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Disamping itu banyak akan konsumen yang membutuhkan barang 

elektronik seperti laptop, karena laptop mampu mempermudah suatu 

pekerjaan yang berhubungan dengan olah data sehingga, banyak konsumen 

yang ingin memiliki barang tersebut. Konsumen cukup mudah untuk 

mendapatkan barang tersebut karena Toko Creative dapat menjual laptop 

dengan kredit dengan dialihkannya ke pihak FIF (Federal International 

Finance). 

Bentuk penjualan laptop secara kredit yang dilakukan oleh Toko 

Creative adalah bentuk tolong-menolong kepada konsumen, hal itu terlihat 

ketika toko tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen untuk 

memperoleh laptop yang di inginkan, seperti halnya yang dijelaskan 

sebagaimana ayat berikut: 

 

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. 

Bertawakalah kepada Allah, sungguh , Allah sangat berat siksa-

Nya.93 

 

Dari ayat di atas menerangkan bahwa setiap kaum muslimin 

diperintahkan untuk saling tolong menolong satu sama lain dan akad hiwalah 

merupakan suatu bentuk akad tolong menolong khususnya bentuk tolong 

menolong dalam jual beli. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Toko Creative 

bahwa telah terjadi jual beli laptop dengan sistem  hiwalah dimana terdapat 
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tiga pihak yaitu, pihak konsumen, pihak penjual (Toko Creative) dan pihak 

FIF (Federal International Finance). Dalam jual beli laptop tersebut 

mengupayakan untuk terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak toko dan 

pohak leasing serta memudahkan para konsumen untuk dapat memiliki laptop 

yang diharapkan. 

Dari hasil penelitian dengan manager laptop tersebut dikatakan bahwa 

Toko Creative memberikan kemudahan kepada konsumen yang ingin 

membeli laptop secara kredit maka dialihkan ke pihak FIF (Federal 

International Finance), setelah itu pihak FIF akan menangani konsumen yang 

bersangkutan hingga konsumen tersebut dapat membeli laptop yang 

diharapkan, angsuran pada pembayaran laptop tersebut diangsur perbulan 

secara kredit. Jangka waktu mengenai pengkreditan sudah ditetapkan oleh 

pihak FIF dan besaran angsuran yang harus dibayar oleh konsumen juga 

sudah ditetapkan sepihak oleh FIF dan konsumen akan melunasi hutang-

piutang tersebut sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. 

Sedangkan dalam konsep hiwalah menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) pasal 362-372 dinyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan hiwalah harus dinyatakan oleh semua pihak yang bersangkutan 

diantaranya pihak muhil, muhal dan muhal ‘alaih, dalam arti semua pihak 

yang terlibat harus mengetahui jalannya suatu perjanjian. Hal tersebut juga 

ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Nomor: 58/DSN-

MUI/V/2007 tentang Hiwalah bil Ujrah, mengenai ketentuan akad bahwa 

muhal ‘alaih boleh menerima ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya 



untuk membayar utang muhil, selain itu besarnya fee harus ditetapkan pada 

saat akad secara jelas, tetap dan pasti ada kesepakatan dari para pihak. 

Dengan kata lain pihak muhil yakni konsumen harus mengetahui 

mengenai besaran ketetapan angsuran yang telah ditetapkan sepihak oleh FIF 

(Federal International Finance). Hal tersebut bertujuan agar tidak 

menimbulkan peterpaksaan pada konsumen dalam mengangsur angsuran. Jika 

dilihat dari sisi lain pihak muhil yakni konsumen belum mendapatkan prinsip 

keadilan yang sebagaimana di jelaskan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi 

syariah. 

Prinsip keadilan, bahwa prinsip keadilan ialah menciptakan 

keseimbangan yang sama dalam suatu individu maupun kelompok dengan 

tujuan diantara kedua belah pihak tidak ada yang dikecewakan. Dalam 

praktiknya berdasarkan hasil penelitian akad hiwalah yang terjadi di Toko 

Creative, bahwa konsumen harus mengetahui mengenai penetapan besaran 

angsuran yang diberikan oleh pihak leasing, sehingga dapat dipastikan tidak 

akan kesenjangan sosial dikemudian hari. 

Transaksi dalam pengalihan hutang tersebut sangat penting 

kejelasannya, karena dalam suatu kerjasama dalam jual beli harus terjalinnya 

saling kerelaan serta kesepakatan yang dilakukan harus jelas. Secara hukum 

ekonomi syariah sangat perlu ditindaklanjuti mengenai hal tersebut, agar 

kerja sama dalam akad hiwalah dalam jual beli laptop tersebut tidak terjalin 

sia-sia. Ketika pelaksanaan mengenai angsuran yang diberikan kepada 



konsumen harus menjelaskan tentang angsuran yang ditetapkan sehingga 

konsumen benar-benar mengatahui proses penetapan angsuran yang terjadi. 

Pelaksanaan hiwalah dalam jual beli laptop yang dilakukan oleh Toko 

Creative Kota Metro sudah berjalan sesuai dengan syariat Islam, karena di 

dalam syariat atau hukum ekonomi syariah tersebut telah terpenuhinya syarat 

serta rukun jual beli dan akad hiwalah yang diterapkan dalam jual beli 

tersebut telah dipenuhi oleh konsumen serta toko tersebut tidak melakukan 

penimbunan barang, tidak memonopoli, serta mengutamakan solidaritas 

sosial bagi konsumen. Pemilik toko juga tidak melakukan penyimpangan 

dalam akad jual beli. Tetapi bila dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh 

yakni FIF (Federal International Finance) telah menyimpang dari syariat dan 

hukum ekonomi syariah. Hal tersebut telah terlihat ketika  pihak FIF (Federal 

International Finance) telah memberikan ketetapan angsuran kepada 

konsumen tanpa adanya kesepakatan. Dalam hal ini, pihak FIF (Federal 

International Finance) telah menetapakan dengan cara sepihak sehingga hal 

tersebut tidak dibenarkan dalam kaidah Islam. 

 

  



BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa implementasi akad hiwalah dalam jual beli laptop 

yang dilakukan di Toko Creative Kota Metro, tidak sesuai dengan syariat 

Islam, dikarenakan ketidakjelasan hutang yang harus dibayarkan oleh 

konsumen yang dibayarkan ke pihak Toko Creative atau ke pihak FIF 

(Federal International Finance), bertambahnya jumlah hutang yang 

dibayarkan oleh konsumen dan ketetapan sepihak oleh FIF (Federal 

International Finance) yang diberikan ke pihak konsumen (muhil). 

 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak Toko Creative Kota Metro dan FIF (Federal International 

Finance) perlu menjelaskan mengenai praktik jual beli laptop secara 

detail dan rinci kepada konsumen agar konsumen lebih memahami 

prosedur dan tekhnik yang harus dilakukan khususnya pembelian 

laptop secara kredit. 

2. Bagi konsumen seharusnya perlu ditingkatkan rasa ingin tahu 

mengenai tekhnik dan prosedur dalam pembelian laptop, agar kegiatan 

yang dilakukan tidak menimbulkan kesenjangan dikemudian hari. 
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